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BAB IV

PEMBAHASAN

4.1. Proses Pemberian Sanksi Administratif Terhadap Pegawai Negeri Sipil
Yang Tidak Disiplin Di Pengadilan Negeri Takengon

Sanksi Administratif berbeda dengan sanksi pidana. Perbedaan antara
sanksi administratif dan sanksi pidana dapat dilihat dari tujuan pengenaan
sanksi itu  sendiri. Sanksi administrasi  ditujukan  kepada perbuatan
pelanggarannya sedangkan sanksi pidana ditujukan kepada si pelanggar dengan
memberi hukuman berupa pidana. Sanksi administratif dimaksudkan  agar
perbuatan pelanggaran itu dihentikan. Sifat sanksi adalah “reparatoir”
artinya memulihkan pada keadaan semula. Di samping itu perbedaan antara sanksi
pidana dan sanksi administratif ialah tindakan penegakan hukumnya. Sanksi
administrasi diterapkan oleh Pejabat Pengadilan Negeri Takengon tanpa harus
melalui prosedur peradilan sedangkan sanksi pidana hanya dapat dijatuhkan
oleh hakim pidana melalui proses peradilan. >

Sebelum membahas mengenai proses pemberian sanksi administratif
terhadap PNS yang tidak disiplin pada Pengadilan Negeri Takengon, penulis akan
membahas mengenai pengaturan disiplin PNS di Pengadilan Negeri Takengon
terlebih dahulu. Seperti yang telah dibahaspada bab sebelumnya bahwa kedudukan
hukum seorang Pegawai Negeri Sipil diatur dalam berbagai perundang -

undangan kepegawaian dan berlaku bagi Pegawai Negeri Sipil yang sedang aktif

35 phitipus M. Hadjon, dkk ; Pengantar Hukum Administrasi Indonesia ( Introduction To
The Indonesian Administrative Law ) ;, (Yogyakarta ; Gadjah Mada University Press;
2008) ; halaman 247.
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melaksanakan tugasnya maupun Pegawai Negeri Sipil yang sudah tidak aktif
melaksanakan tugasnya. Peraturan perundang - undangan tersebut menjadi
pedoman bagi para Pegawai Negeri Sipil untuk menjalankan kewajiban —
kewajiban dan menjauhi larangan - larangannya serta cara memperoleh hak —
haknya.

Dari berbagai peraturan Pegawai Negeri Sipil terdapat beberapa aturan
yang mengatur disiplin Pegawai Negeri Sipil. Kedisiplinan Pegawai Negeri Sipil
merupakan salah satu faktor yang sangat menentukan. Pegawai Negeri Sipil
sebagai aparat pemerintah, abdi negara dan abdi masyarakat harus bisa menjadi
teladan bagi masyarakat secara keseluruhan agar masyarakat dapat percaya
terhadap peran Pegawai Negeri Sipil. Disiplin Pegawai Negeri Sipil diperlukan
untuk mewujudkan aparatur Pemerintahan yang bersih dan berwibawa.

Berdasarkan wawancara dengan Wakil Sekretaris Pengadilan Negeri
Takengon Nyak Umar, SH, bahwa Pengadilan Negeri Takengon menerapkan
beberapa aturan disiplin sebagai berikut :

1. Hari kerja mulai hari Senin sampai dengan Jum’at.

2. Jam Kerja dan jam istirahat bagi Hakim dan Pegawai Negeri pada Pengadilan

Negeri Takengon diatur sebagai berikut : >
a. Jam kerja sebagai berikut :
1. Hari Senin s/d Kamis dari pukul 08:00 s/d pukul 16:30 wib.

2. Hari Jum’at dari pukul 08:00 s/d pukul 17:00 wib

36 Wawancara dengan Wakil Sekretaris PN Takengon, Nyak Umar, SH.
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b. Jam Istirahat sebagai berikut :
1. Hari Senin s/d Kamis dari pukul 12:00 s/d pukul 13:30 wib
2. Hari Jum’at dari pukul 12:00 s/d pukul 14:00 wib
c. Jam kerja sebagaimana ditentukan di atas disesuaikan dengan kebutuhan
pelaksanaan persidangan, dan pekerjaan yang harus dilakukan di luar
kantor dan di luar ketentuan jam kerja antara lain pemeriksaan setempat,
eksekusi putusan Hakim, dan penyampaian relas panggilan.
3. Pelaksanaan Daftar Hadir dan Daftar Pulang diatur sebagai berikut :
a. Daftar hadir dan daftar pulang dapat dilaksanakan melalui mesin (finger
scan, mesin kartu) dan ataa manual.
b. Daftar hadir dan daftar pulang secara manual diatur sebagai berikut :

1. Daftar hadir dan daftar pulang kerja dilaksanakan setiap hari dengan
menulis nama, jam datang maupun pulang, dan menandatangani pada
daftar hadir.

2. Setelah memasuki jam kerja dibawah nomor terakhir daftar hadir
Hakim dan Pegawai Negeri dibubuhi garis bawah dengan tinta
merah dan ditandatangani oleh penanggungjawab daftar hadir, untuk
Hakim dan Pegawai Negeri yang datang terlambat dapat melanjutkan
pengisian daftar hadir setelah garis bawah tinta merah tersebut.

3) Daftar pulang pada hari Senin sampai dengan Kamis akan
dikeluarkan  pada jam 16.30 waktu setempat dan pada hari Jum’at

di keluarkan pada jam 17.00 waktu setempat, apabila ada
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kepentingan dinas keluar sebelum jam pulang, pengisian daftar
pulang dapat dilakukan dengan surat ijin tertulis dari atasan langsung.

c. Di setiap lingkungan setingkat Eselon II di Pusat, Pengadilan Tingkat
Banding dan Pengadilan Tingkat Pertama, ditunjuk seorang petugas
daftar hadir dan daftar pulang baik secara manual maupun mesin sesuai
ketentuan jam kerja.

d. Petugas tersebut pada butir ¢ setiap akhir bulan merekap daftar hadir dan
daftar pulang untuk wusulan tunjangan khusus kinerja yang akan
dibayarkan pada pertengahan bulan berikutnya.

e. Pejabat yang bertanggung jawab terhadap pelaksanaan daftar hadir dan
daftar pulang jam kerja adalah Ketua atau Wakil Ketua Pengadilan Negeri
Takengon.

Untuk menghindari kecurangan Pegawai bila menggunakan
absensi manual dimana mereka masih menitipkan absen pada temannya
inaka sejak awal Januari 2014 Pengadilan Negeri Takengon mulai
menggunakan finger scan. Hal ini dilakukan dengan harapan akan

meningkatkan tingkat kedisiplinan para Pegawai.

4.1.1. Tingkat dan Jenis Sanksi Disiplin Kerja
Tujuan utama pengadaan sanksi disiplin kerja bagi para pegawai yang
melanggar norma-norma organisasi adalah memperbaiki dan mendidik pegawai yang

melakukan pelanggaran disiplin. Disamping itu untuk membina selanjutnya telah
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ditetapkan Peraturan Pemerintah No. 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri
Sipil, disebutkan ada tiga tingkatan dan jenis hukuman disiplin pada pegawai negeri
sipil, yaitu terdiri atas sanksi disiplin berat, sanksi disiplin sedang, sanksi disiplin
ringan.
1. Sanksi Disiplin Berat
Sanksi disiplin berat misalnya :
a. Demosi jabatan yang setingkat lebih rendah dari jabatan atau pekerjaan yang
diberikan sebelumnya.
b. Pembebasan dari jabatan atau pekerjaan untuk dijadikan sebagai pegawai
biasa bagi yang memegang jabatan.
c. Pemutusan hubungan kerja dengan hormat atas permintaan sendiri tenaga
kerja yang bersangkutan.
d. Pemutusan hubungan kerja tidak dengan hormat sebagai tenaga kerja di
organisasi atau perusahaan.
2. Sanksi Disiplin Sedang
Sanksi disiplin sedang misalnya :
a. Penundaan pemberian kompensasi yang sebelumnya telah dirancangkan
sabagaimana tenaga kerja lainnya.
b. Penurunan upah atau gaji sebesar satu kali upah atau gaji yang biasanya
diberikan harian, mingguan atau bulanan.
c. Penundaan program promosi bagi tenaga kerja yang bersangkutan pada

jabatan yang lebih tinggi.
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3. Sanksi Disiplin Ringan Sanksi disiplin ringan misalnya :
a. Teguran lisan kepada tenaga kerja yang bersangkutan.
b. Teguran tertulis
c. Pernyataan tidak puas secara tertulis

Ada 3 (tiga) jenis kegiatan pendisiplinan yaitu:

1. Disiplin preventip adalah kegiatan yang dilaksanakan untuk medorong para
pegawai agar mengikuti berbagai standar dan aturan, sehingga penyelewengan -
penyelewengan dapat dicegah.

2. Disiplin korektif adalah kegitan yang diambil untuk menangani pelanggaran
terhadap aturan-aturan dan mencoba untuk menghindari pelanggaran-pelanggaran
lebih lanjut. Dan bertujuan untuk memperbaiki pelanggaran, untuk menghalangi
para pegawai yang lain melakukan kegiatan yang serupa, untuk menjaga berbagai
standar kelompok tetap konsisten dan efektif.

3. Disiplin Progresif adalah suatu kebijakan disiplin yang memberikan hukuman-
hukuman yang lebih berat terhadap pelanggaran-pelanggaran yang berulang.
Disiplin progresif ditunjukkan sebagai berikut:

a. Teguran secara lisan kepada penyelia

b. Teguran tertulis, dengan catatan dalam file personalia
c. Skorsing dari pekerjaan satu sampai tiga hari

d. Skorsing satu minggu atau lebih lama

e. Diturunkan pangkatnya

f. Dipecat
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Dalam penetapan jenis sanksi disiplin yang akan dijatuhkan kepada pegawai
yang melanggar hendaknya dipertimbangkan dengan cermat, teliti dan seksama
bahwa sanksi disiplin yang akan dijatubkan tersebut setimpal dengan tindakan dan
perilaku yang diperbuat. Dengan demikian, sanksi disiplin tersebut dapat diterima
dengan rasa keadilan. Kepada pegawai yang diberikan sanksi disiplin tersebut dapat
diterima dengan rasa keadilan. Kepada pegawai yang pernah diberikan sanksi disiplin
dan mengulangi lagi pada kasus yang sama, perlu dijatuhi sanksi disiplin yang lebih

berat dengan tetap berpedoman pada kebijakan pemerintah yang berlaku.

4.2. Kendala Dalam Pemberian Sanksi Administratif Terhadap Pegawai
Negeri Sipil Yang Tidak Disiplin Pada Pengadilan Negeri Takengon.
Setiap upaya penegakan hukum tentu akan menimbulkan kendala tertentu.

Begitu pula dalam pemberian sanksi administratif terhadap pegawai negeri

sipil yang tidak disiplin di lingkungan Pengadilan Negeri Takengon. Setiap

pelanggaran yang dilakukan bisa terjadi karena kurangnya kesadaran akan
pentingnya kedisiplinan itu sendiri. Karena itulah perlu diadakan briefing atau
pertemuan setiap bulannya dimana pimpinan dapat selalu memberikan motivasi
kepada para pegawainya agar mereka memiliki kedisiplinan dan semangat kerja
yang tinggi.

Pemberian motivasi kerja tidak hanya dilakukan oleh pimpinan saja namun
dapat dilakukan juga oleh sesama rekan kerja atau bahkan seorang motivator

khusus yang sengaja didatangkan untuk memberikan pelatihan motivasi kepada
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para pegawai. Tidak hanya motivasi kerja yang diberikan tetapi juga sebaiknya
diberikan reward and punishment. Reward tidak harus berbentuk uang tetapi
dapat juga berupa pujian atau penghargaan sebagai karyawan teladan.
Sementara itu bagi pegawai yang tidak disiplin diberikan sanksi.

Kendala juga muncul karena sistem yang ada di sipil berbeda dengan
sistem di kemiliteran. Di militer, atasan bisa langsung menghukum bawahan bila
bawahan tersebut melakukan kesalahan. Namun dalam sistem yang
berkembang di sipil harus melalui prosedur yang berlaku sehingga
membutuhkan waktu yang lama untuk menghukum seseorang. Hal ini tentu akan
memerlukan waktu vyang cukup lama dalam memberikan sebuah sanksi
administratif.

Ada kalanya ketika Fengadilan Negeri Takengon membuat laporan
mengenai pelanggaran yang dilakukan oleh seorang pegawainya kepada
Pengadilan Tinggi / Tipikor Banda Aceh, pihak Pengadilan Tinggi / Tipikor Banda
Aceh membuat laporan lagi mengenai laporan tersebut kapada Mahkamah Agung
R1Y

Pemberian sanksi bagi seorang Pegawai Negeri Sipil sepertinya lebih
mengalami  kelonggaran dibandingkan dengan Pegawai Swasta. Seorang
Pegawai Swasta bisa langsung dijatuhi hukuman berat ketika dia melakukan
kesalahan. Namun seorang Pegawai Negeri Sipil harus menunggu prosedur

yang cukup lama. Kendala lain dalam hal penegakan disiplin adalah mengenai

37 wawancara dengan Wakil Sekretaris Pengadilan Negeri Takengon, Nyak Umar, SH.
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disiplin pelaksanaan sidang. Sering kali sidang yang telah dijadwalkan harus
mengalami keterlambatan. Hal ini bisa terjadi karena salah satu pihak, baik
Penggugat atau Tergugat telat menghadiri sidang yang telah ditentukan
waktunya tersebut. Suatu persidangan yang djadwalkan pukul 10.00 wib baru
dapat dilaksanakan pukul 13.00 wib atau iebih. Hal ini tentu akan merugikan
salah satu pihak.

Untuk mengatasi masalah tersebut di atas seharusnya lebih dilakukan
komunikasi yang efektif antara Penggugat, Tergugat, dan Majelis Hakim agar
sidang dapat dilaksanakan tepat waktu Selain itu sering terjadi pula sidang harus
mengalami keterlambatan dari jadwal semula karena Hakim vyang akan
menangani  kasus tersebut harus melakukan persidangan pada kasus lainnya.
Tampaknya dalam hal ini diperlukan perbaikan manajemen waktu agar tidak
terjadi tumpang tindih dalam pelaksanaan perkara yang satu dengan perkara
yang lainnya. Selain itu hendaknya dibuat pula suatu Majelis Hakim yang
tetap agar terjadi keteraturan dan mempermudah pelaksanaan sidang. Jadi ketika
suatu persidangan hendak dilaksanakan tidak harus menunggu Hakim lain yang
sedang bersidang.

Berdasarkan Pasal 7 Keputusan Sekretaris Mahkamah Agung Republik
Indonesia Nomor : 35/SK/IX/2008 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Keputusan
Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor: 071 / KMA / SK / V /

2008 Tentang Ketentuan Penegakan Disiplin kerja dalam pelaksanaan pemberian
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Tunjangan Khusus Kinerja Pegawai Negeri Pada Mahkamah Agung Dan Badan
Peradilan Yang Berada Di Bawahnya, dijelaskan bahwa pada setiap satuan kerja
Eselon I, Pengadilan Tingkat Banding dan Pengadilan Tingkat Pertama dibentuk
Tim Pengawasan berdasarkan Surat Keputusan Pimpinan Satuan Kerja.

Namun kenyataannya tim ini belum dibentuk sehingga dapat
menghambat  penegakan disiplin  seperti yang diharapkan. Tim ini
sebenarnya menjadi harapan besar dalam upaya penegakan disiplin karena
tim inilah yang akan menjadi andalan dalam pengawasan penegakan
disiplin. Karena itu bila sudah dibentuk tim pengawasan tentu tim ini harus lebih
baik dari mereka yang akan diawasi. Jika kualitas tim pengawasan tidak lebih
baik dari mereka yang diawasi tentu saja akan sia — sia dan upaya membentuk
aparatur negara yang baik dan berwibawa akan semakin jauh dari harapan.

Kedisiplinan dipengaruhi oleh berbagai faktor. Adapun faktor — faktor yang
mempengaruhi disiplin adalah :
a. Faktor Peraturan atau Tata Tertib.

Salah satu faktor pembentuk kedisiplinan adalah adanya peraturan atau

tata tertib yang mengatur hal — hal yang diwajibkan dan larangan yang

harus ditinggalkan. Sebuah peraturan akan ditaati bila peraturan tersebut
mempunyai sanksi yang tegas. Untuk masalah peraturan sebenarnya
sudah cukup memadai dimana kita dapat melihat banyak peraturan yang

berhubungan dengan penegakan disiplin Pegawai Negeri Sipil. Tata
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tertib atau peraturan membutuhkan elemen lainnya demi kesempurnaan
pelaksanaan sebuah  peraturan dan pelatihan kedisiplinan secara

berkesinambungan.

b. Faktor Kepemimpinan

Penegakan disiplin harus dilakukan oleh setiap PNS dan pemimpin harus
melakukan pengawasan. Setiap pelanggaran yang dilakukan oleh
pegawainya maka atasan yang bersangkutan harus bisa
mempertanggungjawabkannya. Atasan bisa dianggap gagal melakukan
pembinaan dan pengawasan. Setiap atasan harus memimpin bawahannya
dengan arif dan bijaksana. la harus menjadi teladan yang baik yang bisa
membimbing bawahannya agar tetap berada pada jalur yang benar,
memberikan perhatian kepada bawahan, berani mengambil tindakan, dan
menciptakan kebiasaan - kebiasaan yang mendukung tegaknya disiplin.
Kepemimpinan merupakan faktor utama yang menentukan baik
buruknya dan hidup-matinya suatu bentuk usaha/organisasi. Sepanjang sejarah
manusia belum pernah dikenal bentuk masyarakat manusia tanpa ada pimpinan.
Dalam tiap-tiap kelompok manusia yang merupakan kemasyarakatan tentu timbul
seorang atau beberapa orang pemimpin, yang timbul atau ditimbulkan karena
naluri masyarakat untuk selalu memerlukan pimpinan.*®

Onong U. Effendy yang dikutip oleh Eddy Suwardi dalam bukunya

Aspek-Aspek Kepemimpinan Dalam Manajemen Operasional mengatakan bahwa
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kepemimpinan adalah kegiatan si pemimpin untuk mengarahkan tingkah laku
orang lain ke suatu tujuan tertentu.*

Sementara itu menurut Sondang P. Siagian kepemimpinan adalah
kemampuan dan ketrampilan seseorang yang menduduki jabatan sebagai
pimpinan satuan kerja untuk mempengaruhi perilaku orang lain, terutama
bawahannya, untuk berpikir dan bertindak sedemikian rupa sehingga melalui

perilaku yang positif ia memberikan sumbangsih nyata dalam pencapaian tujuan

organisasi.*’

Sondang P. Siagian dalam buku Filsafat Administrasi juga mengatakan bahwa
sukses tidaknya suatu organisasi mencapai tujuan yang ditentukan sangat
tergantung atas kemampuan para anggota pimpinannya untuk menggerakkan
sumber-sumber dan alat-alat tersebut sehingga penggunaannya berjalan dengan
efisien, ekonomis dan efektif,*!

Dengan demikian faktor kepemimpinan mempunyai peranan penting dalam
menentukan tingkat kedisiplinan para pegawainya. Seorang pimpinan yang
cenderung egois dimana ia kurang memperhatikan kesejahteraan bawahannya
atau bahkan melakukan tindakan negatif maka hal ini sangat berpengaruh
terhadap perilaku bawahannya. Hal ini akan menimbulkan tidak adanya rasa
hormat kepada atasan, tindakan indisipliner bahkan membenci atasannya.

c. Faktor Pembinaan dan Pengawasan.

Untuk menghindari maraknya pelanggaran disiplin oleh Pegawai

3 tadiperwono ; Tata Personalia ; (Bandung ; Penerbit Djambatan ; 1982) ; hal. 104.
Eddy Suwardi ; Kepemimpinan Dalam Manajemen Operasional ; (Bandung ; Alumni ; 1982);
halaman 4.
Sondang Siagian ; Organisasi Kepemimpinan dan Perilaku Administrasi ;, (Jakarta ; Gunung
Agung ; 1983) ; halaman 24.
Sondang Siagian; Filsafat Administrasi ; (Jakarta: Gunung Agung ; 1985); halaman 6

40
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Negeri Sipil, sebaiknya dilakukan pembinaan dan pengawasan.
Pembinaan yang baik dan pengawasan yang efektif tentu akan
membantu membentuk aparat pemeritah yang baik dan berwibawa.

Menurut Musanef, pembinaan Pegawai Negeri Sipil bertujuan untuk :

1. Diarahkan untuk menjamin penyelenggaraan tugas-tugas pemerintahan
dan pembangunan secara. berdaya guna dan berhasil guna.

2. Untuk meningkatkan mutu dan ketrampilan serta memupuk
kegairahan kerja sehingga dapat menjamin terwujudnya kesempatan
berpartisipasi dalam melaksanakan pembangunan secara, menyeluruh.

3. Diarahkan kepada terwujudnya suatu komposisi pegawai, baik dalam
bentuk jumlah maupun mutu yang memadai, serasi dan harmonis,
sehingga mampu menghasilkan prestasi kerja secara optimal.

4. Diarahkan kepada terwujudnya pegawai-pegawai yang setia dan taat
kepada Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, negara, pemerintah
sehingga pegawai hanya mengabdikan din kepada kepentingan negara
dan masyarakat, demi terwujudnya aparatur yang bersih dan benwibawa.

5. Ditunjukan pada terwujudnya iklim kerja yang serasi dan menjamin
terciptanya kesejahteraan jasmani maupun rohani secara adil dan
merata sehingga mampu melaksanakan tugas- tugas pemerintahan dan
pembangunan dergan sebaik-baiknya.

6. Diarahkan kepada penyaluran, penyebaran dan pemanfaatan pegawai

secara teratur, terpadu dan berimbang atas dasar kriteria-kriteria
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obyektif baik secara kelompok sehingga dapat memberikan manfaat bagi
instansi/unit organisasi yang bersangkutan.

7. Diarahkan pada pembinaan sistem karir dan pembinaan prestasi kerja,
yang dalam pelaksanaannya dapat diwujudkan dalam bentuk :

Pembinaan tertib adminitrasi, Pembinaan keesejahteraan, Pembinaan

.
karir.

Pembinaan disiplin memiliki hubungan positif yang dapat mempengaruhi
perilaku pegawai. Semakin baik pembinaan disiplin dilakukan maka akan
semakin baik pula perilaku ketaatan dan kepatuhan pegawai terhadap
ketentuan dan tata tertib yang berlaku. Hal ini tentu akan menjadi tugas dan
tanggung jawab setiap pimpinan untuk melakukan pembinaan disiplin kepada para
pegawai yang ada di lingkungannya.

Pembinaan Pegawai Negeri Sipil diatur dalam Pasal 12 ayat (2) UU No.
43 Tahun 1999 dimana dijelaskan bahwa agar Pegawai Negeri Sipil dapat
melaksanakan tugasnya secara berdaya guna dan berhasil guna, maka perlu
diatur pembinaan Pegawai Negeri Sipil secara menyeluruh yaitu suatu
pengaturan pembinaan yang berlaku baik Pegawai Negeri Sipil pusat maupun
Pegawai Negeri Sipil yang ada ditingkat daerah. Dengan demikian peraturan
perundang-undangan yang berlaku bagi Pegawai Negeri Sipil pusat dengan
sendirinya berlaku pula pada Pegawai Negeri yang ada ditingkat daerah, kecuali

ditentukan lain oleh Undang-undang. Selain dari pada itu perlu dilaksanakan

42 Mokekiyat ; Administrasi Kepegawaian Negara ; (Bandung ; Penerbit Mandar Maju ; 1991) ; halaman 26
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usaha penertiban dan pembinaan Aparatur Negara yang meliputi baik struktur,
prosedur kerja, kepegawaian maupun sarana dan fasilitas kerja, sehingga
keseluruhan Aparatur Negara baik ditingkat pusat maupun di tingkat daerah
benar-benar merupakan Aparatur yang ampuh, berwibawa, kuat,
berdayaguna, penuh kesetiaan dan ketaatan kepada Pancasila dan Undang- undang
1945, Negara dan Pemerintah.

Sehubungan dengan pembinaan Pegawai Negeri Sipil sebagaimana telah
diamanatkan dalam Undang-undang No.43 tahun 1999 tersebut, maka salah satu
faktor yang dipandang sangat penting dan prinsipil dalam mewujudkan aparatur
negara yang bersih dan berwibawa adalah masalah kedisiplinan para
Pegawai Negeri Sipil dalam melaksanakan tugas pemerintahan sebagai abdi
negara dan abdi masyarakat. Pegawai Negeri Sipil sebagai aparat pemerintah,
abdi negara dan abdi masyarakat harus bisa menjadi suri tauladan terhadap
masyarakat secara keseluruhan, sehingga masyarakat dapat percaya terhadap peran
PNS.

Di dalam pembinaan pegawai negeri perlu memperhatikan proses
kepegawaian yang terdiri dari tahap-tahap atau unsur-unsur :

1. Penerimaan dan pemilihan yang efektif

Unsur pengadaan pegawai yang meliputi usaha mendapatkan pelamar dan

memilih calon diantara para pelamar itu harus dapat menjamin tersedianya

calon yang sesuai dengan kebutuhan organisasi.
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2. Sistem penggolongan dan pembayaran yang baik.
Satu pengelompokan jabatan diciptakan dengan jalan menganalisa dan
menggolong-golongkan jabatan berdasarkan persamaan-persamaan yang
terdapat diantara tugas, tanggungjawab dan persyaratan-persyaratan jabatan
tersebut. Pengelompokan yang demikian ini akan bermanfaat dalam
penentuan skala gaji dan untuk kegiatan-kegiatan kepegawaian termasuk
pembinaan pegawai.

3. Penempatan yang tepat.
Hal ini dilakukan agar pegawai dapat menunjukkan ketrampilan, kemampuan
kerja, kecerdasan yang dimiliki serta berkesempatan untuk mengembangkan
karir dan potensinya.

4. Latihan dan pengembangan yang cocok.
Hal ini dimaksudkan untuk membantu pegawai mengembangkan kecakapan,
kecerdasan, pengetahuan, menemukan potensi dan mempersiapkan
penugasan yang akan datang.

5. Kenaikan pangkat dan pemindahan yang adil dan memuaskan.
Kenaikan pangkat/promosi dan pemindahan dilaksanakan untuk menaikkan
seseorang pegawai dalam arti jabatan atau gaji dengan tugas dan
tanggung jawab vyang lebih daripada sebelumnya Sistem promosi dan
pemindahan perlu dilaksanakan dengan adil dan hati-hati agar sejalan

dengan pemeliharaan moril pegawai.
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6. Hubungan pegawai dan pimpinan yang lancar.

Penciptaan hubungan yang serasi antara pimpinan dapat ditempuh

dengan  memberi  kesempatan  berpartisipasi  dalam merumuskan

kebijaksanaan dan prosedur kerja
7. Ketentuan yang tepat baik mengenai pemberhentian maupun pensiun.

Pemutusan dan penghentian ataupun pensiun didasarkan atas ketentuan dan

peraturan yang berlaku.*

Pengawasan berarti pengamatan dan pengukuran suatu kegiatan
operasional dan hasil yang dicapai dibandingkan dengan sasaran dan standar
yang telah ditetapkan sebelumnya Pengawasan dilakukan dalam usaha
menjamin bahwa semua kegiatan terlaksana sesuai dengan kebijaksanaan,
strategi, keputusan, rencana dan program kerja yang telah dianalisis,
dirumuskan dan ditetapkan sebelumnya dalam wadah yang telah disusun.
Pengawasan diperlukan untuk mengukur kemajuan yang telah dicapai, melihat
apakah penyimpangan terjadi dan mengambil langkah-langkah perbaikan
dalam proses pelaksanaan itu apabila diperlukan. Dengan kata lain pengawasan
berusaha mencegah terjadinya penyimpangan arah yang ditempuh oleh
organisasi dari arah yang telah ditetapkan untuk ditempuh.

Enam sasaran utama pengawasan adalah :

1. Untuk menjamin bahwa kebijaksanaan dan strategi yang telah ditetapkan

terselenggara sesuai dengan jiwa dan semangat kebijaksanaan dan strategi

43 Buchari Zainun ; Organisasi dan Manajemen ; (Jakarta ; Balai Aksara ; 1982) ; hal. 48
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yang dimaksud.

2. Untuk menjamin bahwa anggaran yang tersedia untuk membiayai berbagai
kegiatan operasional benar-benar dipergunakan untuk melakukan kegiatan
tersebut secara efisien dan efektif.

3. Untuk menjamin bahwa para anggota organisasi benar-benar berorientasi
kepada kelangsungan hidup dan kemajuan organisasi sebagai keseluruhan dan
bukan kepada kepentingan individu yang sesungguhnya haram ditempatkan
dibawah kepentingan yang lebih penting dan luas, yaitu kepentingan
organisasi.

4. Untuk menjamin bahwa penyediaan dan pemanfaatan sarana dan prasarana
kerja sedemikian rupa sehingga organisasi memperoleh manfaat yang
sebesar-besarnya dari sarana dan prasarana tersebut.

5. Untuk menjamin standar mutu hasil kerja terpenuhi semaksimal mungkin.

6. Untuk menjamin bahwa prosedur kerja ditaati oleh semua pihak.*

Proses pengawasan pada dasarnya dilaksanakan oleh administrasi dan
manajemen dengan menggunakan dua macam teknik, yaitu :

1. Pengawasan langsung adalah pengawasan yang dilakukan secara pribadi
oleh pimpinan atau pengawas dengan mengamati, meneliti, memeriksa,
mengecek sendiri ditempat pekerjaannya dan menerima laporan-laporan
langsung dari pelaksana. Hal ini dilakukan dengan inspeksi.

2. Pengawasan tidak langsung diadakan dengan mempelajari laporan-laporan

a4 Sondang Siagian ; Analisis Serta Perumusan Kebijaksanaan dan Strategi Organisasi ; (Jakarta ;
Gunung Agung ; 1985) ; halaman 98-99.
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yang diterima dari pelaksana atau bawahannya baik lisan atau tulisan.*’

Rasa perlindungan kepada korps (esprit de corps) sering kali membuat
atasan yang berwenang menjatuhkan sanksi yang ringan. Pengawasan yang
dilakukan oleh atasan kepada bawahan (pengawasan melekat) yang umumnya
digunakan dalam pengawasan di lembaga pemerintahan sering kali menimbulkan
problematik yang selalu dikeluhkan masyarakat, seperti sikap atasan yang
terlalu melindungi bawahannya walaupun bawahannya melakukan penyimpangan,
kesulitan pimpinan menindak bawahannya karena antara bawahan dan atasan
sudah seperti akrab atau bisa saja atasan juga memiliki kebiasaan atau perilaku
yang sama dengan bawahannya.*®

Untuk mengatasi masalah tersebut maka pengawasan sebaiknya tidak
hanya dilakukan oleh pimpinan saja tetapi juga bisa dilakukan oleh masyarakat
dan pers. Masyarakat yang mengetahui telah terjadinya pelanggaran oleh
pegawai hendaknya segera melaporkan masalah tersebut kepada pimpinan atau
atasan yang lebih tinggi.

d. Faktor Kesejahteraan Pegawai Negeri Sipil.

Kesejahteraan PNS merupakan salah satu hal yang harus diperhatikan oleh

Pemerintah. Tak dapat dipungkiri bahwa mereka bekerja untuk memenuhi

kebutuhan keluarga. Bila merecka merasa bahwa kebutuhannya tidak dapat

dipenuhi secara maksimal maka mereka akan berusaha memperoleh

pekerjaan lain (side jobs) untuk memenuhi kebutuhannya. Hal inilah

45Lembaga Administrasi Negara Rl ; Mangjemen Dalam Pemerintahan ;, (Jakarta ; Lembaga
Administrasi Negara-Republik Indonesia dan Yayasan Penerbit Administrasi ; 1984) ; hal. 65

46 .
‘www.pemantauperadilan.com
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yang tentunya akan berdampak negatif terhadap kinerja mereka dan

pada akhirnya akan muncul tindakan indisipliner.

Dengan adanya tunjangan kinerja, pegawai Pengadilan Negeri
Takengon dapat dikatakan telah memperoleh kesejahteraan yang lebih dari
cukup. Agar hal ini tidak menimbulkan kecemburuan pada instansi lain maka
sudah saatnya para pegawai Pengadilan Neger Takengon menunjukkan kinerja yang

lebih baik lagi.

4.3. Dampak Pemberian Sanksi Administratif Terhadap Pegawai Negeri

Sipil Yang Tidak Disiplin Di Pengadilan Negeri Takengon.

Seperti yang telah dijelaskan pada bab sebelumnya, bahwa untuk menjamin
terpeliharanya tata tertib dan kelancaran pelaksanaan tugas. dipandang perlu
menetapkan peraturan disiplin Pegawai Negeri Sipil. Peraturan disiplin Pegawai
Negeri tersebut tentu saja mempunyai konsekuensi yang harus ditaati oleh
setiap Pegawai  Negeri  Sipil. Pelanggaran terhadap peraturan tersebut
berakibat pelaku pelanggaran tersebut harus menjalani suatu hukuman tertentu,
diantaranya adalah sanksi administrasi. Tujuan sanksi administrasi diberikan agar
perbuatan pelanggaran tersebut dihentikan. Sebagai contoh adalah seorang PNS
yang bernama Hasbullah tidak hadir selama beberapa hari tanpa alasan yang
jelas. Kemudian ia memperoleh teguran lisan dari atasannya dan mendapat sanksi

adminitratif berupa pemotongan uang remonesasi dan juga pemotongan uang makan
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selama dia tidak hadir sesuai dengan absen yang berlaku dengan tujuan Pegawai
tersebut tidak mengulangi kesalahannya.

Adapun dampak dari pemberian sanksi administratif terhadapnya, ia
mengatakan akan memperbaikinya untuk hari-hari kedepan dengan berusaha untuk
melakukan disiplin yang baik, supaya tidak terulang lagi pemotongan uang
remonesasi dan pemotongan uang makan karena berdampak sekali pada faktor
kehidupan ekonominya sebagai PNS yang berpenghasilan terbatas dan juga ia
mengatakan untuk menghindari sanksi-sanksi lain pada hari-hari atau masa-masa
mendatang.

Pemberian sanksi administratif akan menimbulkan dampak baik bagi
Pegawai Negert Sipil yang bersangkutan yang langsung memperoleh sanksi
administrasi  tersebut maupun Pegawai Negeri Sipil lainnya. Adanya
pemberian sanksi tersebut setidaknya akan memberikan efek kepada PNS
tersebut dimana akan timbul kekhawatiran adanya sanksi lebih lanjut yang lebih
berat. Hal im1 seperti yang tercantum dalam Pasal 13 ayat 2 Peraturan
Pemerintah RI Nomor 30 Tahun 1980 Tentang Peraturan Disiplin Pegawai
Negeri Sipil dimana dijelaskan bahwa kepada Pegawai Negeri Sipil yang
pernah dijatuhi hukuman disiplin yang kemudian melakukan pelanggaran
disiplin yang sifatnya sama, terhadapnya dijatuhi hukuman disiplin yang lebih
berat daﬁ hukuman disiplin terakhir yang pernah dijatuhkan kepadanya.

Salah satu aspek kekuatan SDM itu dapat tercermin pada sikap dan

Koleksi Perpustakaan Universitas terbuka



42536.pdf

92

perilaku disiplin, karena disiplin dapat mempunyai dampak kuat terhadap
suatu organisasi untuk mencapai keberhasilan dalam mengejar tujuan yang
direncanakan.?’

Adanya sanksi administrasi yang dijatubkan kepada seorang PNS hendaknya
dijadikan pembelajaran bagi pegawai tersebut dan rekannya. Namun yang lebih
penting lagi dilakukan adalah adanya pembinaan dan pengawasan agar tidak
terjadi pelanggaran — pelanggaran lainnya. Selain itu juga patut dilihat alasan yang
melatar belakangi dilakukannya pelanggaran tersebut.

Pemberian sanksi tentu saja akan mempunyai dampak baik bagi Pegawai
Negeri yang bersangkutan maupun Pegawai yang lainnya. Ketika seorang
Hakim diberhentikan tidak dengan hormat karena mangkir tidak masuk kerja
tanpa alasan yang jelas selama berbulan — bulan tentu membawa dampak sendiri
bagi pegawai lainnya. Mereka takut melakukan kesalahan yang serupa karena
dengan adanya pemberian sanksi tersebut secara otomatis mereka akan
kehilangan statusnya sebagai Pegawai Negeri Sipil.*®

Tidak semua PNS yang dijatuhi hukuman disiplin diberikan hak untuk
mengajukan keberatan. Menurut Pasal 15 ayat 1 Peraturan Pemerintah Nomor
30 Tahun 1980, Pegawai Negeri Sipil yang dijatuhi salah satu jenis hukuman
disiplin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat 2  tidak  dapat
mengajukan keberatan karena telah selesai dijalankan segera setelah hukuman

disiplin itu dijatuhkan.

47Gering Supriyadi dan Trio Guno ; Budaya Kerja Organisasi Pemerintah ;, (Jakarta ;
Lembaga Administrasi Negara ; 2006 ) ; halaman 65.

48 wawancara dengan Kaur K epegawaian, Nurul Fitria, A Md.
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Pasal ini sebaiknya dikaji ulang karena dapat menyinggung harkat dan
martabat manusia yaitu untuk memulihkan nama baik seseorang. Pejabat yang
memeriksa atau menjatuhkan hukuman dapat saja keliru menjatuhkan hukuman
atau salah menerapkan peraturan disiplin. Karena itu sebaiknya hak
mengajukan keberatan diberikan lepada semua pelanggaran disiplin agar
tercapai persamaan hak diantara para PNS yang mendapatkan hukuman.

Seperti telah diuraikan sebelumnya bahwa disiplin akan dipengaruhi oleh
beberapa faktor, yaitu kepemimpinan, peraturan / tata tertib, dan pengawasan.
Jelaslah sudah bahwa pemberian sanksi administrasi kepada PNS akan
mempunyai dampak yang hebat bila diikuti oleh beberapa faktor di atas.
Selama faktor - faktor tersebut tidak dilaksanakan dengan baik maka para
pegawai tetap akan berpendapat bahwa penegakan disiplin hanya sebatas absensi
semata.

Di Pengadilan Negeri Takengon sendiri sudah ada peraturan dan sanksi
yang diberikan kepada pegawainya. Namun hal tersebut masih kurang karena
masih minimnya pembinaan disiplin yang dilakukan. Bentuk pembinaan disiplin
yang sesuai untuk diterapkan antara lain adalah komunikasi atasan dan
bawahan vyang lancar, memberi motivasi kerja, keteladanan dan konsistensi
pimpinan dalam bersikap dan berperilaku serta pendistribusian tugas yang merata.

Pengawasan yang efektif akan memperlihatkan dan memelihara, disiplin

yang baik maupun moral yang tinggi. Setiap pengawas yang menggunakan
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berbagai petunjuk dengan sebaik-baiknya, akan memperoleh hasil yang baik dari
para pegawainya. Meskipun demikian, mengenai hal ini ada baiknya juga
menggunakan teknik — teknik pengawasan dan kebijaksanaan — kebijaksanaan
management lainnya yang menurut pengalaman pada umumnya telah
menunjukkan keefektifan dalam mendorong dan memelihara semangat kerja
pegawai yang baik.*

Keberhasilan pengawasan  sangat ditentukan oleh kemauan pimpinan atau
pemegang kebijakan untuk mengawasi para pegawainya dan kemauan mereka
untuk memberikan sanksi kepada oknum yang bermasalah. Sanksi yang
diterapkan dengan benar dapat menekan penyimpangan yang dilakukan oleh
pegawai Pengadilan Negeri Takengon dimana akan timbul efek jera bagi para
pegawai yang melakukan kesalahan dan mencegah pegawai lainnya untuk
melakukan kesalahan yang sama.

Pelatihan — pelatihan juga sangat diperlukan untuk membentuk kepribadian
yang matang dan kedisiplinan yang tinggi. Pelatihan sebaiknya tidak hanya
dilakukan oleh individu tertentu melainkan oleh seluruh pegawai. Dewasa ini
juga sedang berkembang pelatihan di luar ruangan (outbound) yang bertujuan
untuk membentuk kerja sama team dan meningkatkan tanggung jawab pribadi.
Meskipun terdapat banyak kebutuhan, metode dan program pelatihan yang
berlainan, ada prinsip — prinsip pelatihan tertentu yang penerapannya cukup

luas. Halsey mengemukakan kecendrungan—kecendrungan pelatihan yang

g Ambar Teguh Sulistiyani ; Memahami Good Governance Dalam Perspektif Sumber
Daya Manusia ;, (Yogyakarta ; Penerbit Gaya Media ; 2004) ; halaman 329
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sekarang berlaku sebagai berikut :*°

a. Ada suatu kecendrungan ke arah pelatihan individu - individu
ketimbang ke arah pelatihan kelompok — kelompok.

b. Suatu bagian pelatihan yang meningkat lebih banyak dilakukan oleh
para pengawas dan teman — teman pegawai ketimbang oleh staf pelatihan
yang formal.

c. Pihak peserta pelatihan menjadi lebih dinamis ketimang statis, misalnya
terdapat lebih banyak partisipasi pada pihak peserta pelatihan.

d. Terdapat seleksi peserta — peserta pelatihan yang lebih baik.

e. Pelatihan menjadi lebih khusus ketimbang umum.

Pada akhirnya sebuah peraturan beserta sanksinya, dalam hal ini adalah sanksi
administrasi Pegawai Negeri Sipil tidak akan berdampak besar dalam
pembentukan aparatur yang bersih dan berwibawa bila tidak adanya kesadaran
akan pentingnya kedisiplinantersebut, tidak ditegakkannya hukum sebaik mungkin,

tidak dilakukan pembinaan yang berkesinambungan serta pengawasan yang ketat.

>0 Moekijat ; Administrasi Kepegawaian Negara , (Bandung ; Penerbit Mandar Maju ;
1991) ; halaman 84
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BAB IV

PENUTUP

4.1. Kesimpulan
Berdasarkan pembahasan pada bab sebelumnya, penulis memberikan
kesimpulan sebagai berikut :

1. Proses Pemberian Sanksi Administrasi Disiplin Pegawai Negeri Sipil di
Pengadilan Negeri Takengon prosesnya memakan waktu yang lama yaitu
dari pengadilan Negeri Takengon mengusulkan proses pemberian Sanksi
Administratifnya ke Pengadilan Tinggi Banda Aceh kemudian Pengadilan
Tinggi Banda Aceh memeriksa kemudian baru di usul lagi ke Mahkamah
Agung RI di Jakarta.

2.  Pemberian sanksi administrasi disiplin Pegawai Negeri Sipil di
Pengadilan Negeri Takengon sering mendapat kendala dan hambatan
seperti pada panjangnya proses yang harus ditempuh dalam pemberian
sanksi tersebut. Penegakan disiplin juga harus terbentur oleh pihak
lain yang berperkara seperti Penggugat dan Tergugat.

3. Pemberian sanksi administrasi terhadap kedisiplinan Pegawai Negeri Sipil
di Pengadilan Negeri Takengon membawa dampak terhadap PNS yang
bersangkutan maupun yang lainnya dimana mereka tidak mengulangi

perbuatan indisipliner tersebut.
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4.2. Saran

1. Diperlukan adanya penegakan hukum yang lebih ketat terhadap
pemberian sanksi administrasi disiplin PNS dimana tidak hanya sebatas
penegakan disiplin jam kerja saja namun mengenai kinerja juga.

2. Pembinaan dan pengawasan yang harus terus menerus dilakukan dan
dikembangkan. Pada dasarnya setiap manusia tidak mau diawasi
sehingga selalu ada orang yang berbuat sesuka hati. Karena itulah
pengawasan sangat penting peranannya untuk menjaga agar setiap
orang melaksanakan tugas-tugasnya dengan baik. Pelatihan mengenai
kedisiplinan juga perlu dilakukan untuk merubah sikap para pegawai.

3. Pemberian tunjangan khusus kinerja yang sesuai dengan kinerja para
pegawai. Pemberian tunjangan kinerja yang sama jumlahnya antara
para pegawai yang memiliki golongan yang sama hendaknya ditinjau
kembali. Akan lebih baik bila pemberian tunjangan tersebut benar-
benar didasarkan kepada kinerja setiap individu tanpa memandang
pangkat dan golongan sehingga setiap pegawal berpacu untuk

menunjukkan kemampuan mereka dalam bekerja.
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